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Ketua Gabungan Industri Pa-
riwisata Indonesia (GIPI) DIJ
Bobby Ardyanto mengatakan,
mihol dan miras menjadi salah
satu pendukung bagi sektor pa-
riwisata di DIJ. Sehingga perlu
ada aturan dan regulasi yang
mengatur agar peredaran atau
penjualan miras bisa dikontrol
pemerintah. Ia menyebut, pe-
negakan peraturan soal pen-
jualan miras diperlukan untuk
mendukung pariwisata di DIJ.

"Sebagian besaryangjadimar-
ket kita adalah wisatawan dari
mancanegara, khususnya Eropa.
Bagimereka, minuman beralko-
hol sudah jadi kebutuhan seha-
ri-hari] katanya kemarin (3/10).

Ia menilai, sejumlah masya-
rakat yang meminta pemerin-
tah daerah urituk mencabut
izin perdagangan miras perlu
disikapi denganbijak. Menurut
Bobby, pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah
perlu meningkatkan koordi-
nasi dan pengawasan. Terha-
dap aturan terkait lokasi atau
kawasan yang diperbolehkan
untuk menjual miras.

Pihaknya meminta agar regu-
lasi dan aturan perundang-un-
dangan yang menjadi dasar

perizinan penjualan miras un-
tuk ditegakkan. Supaya tidak
menimbulkan dampak negatif
yang bersinggungan langsung
dengan kehidupan di masyara-
kat. "Perlindungan untuk masya-
rakat lokal tentu menjadi prio-
ritas utama,” ucapnya.

Bobby mengatakan, langkah
yang diambil nantinya diharap-
kan bisa memberikan manfaat

dan kenyaman untuk semua

pihak. Perlindungan masyarakat
lokal menjadi hal prioritas.
Namun penguatan kebutuhan
darisisi pariwisata ke depannya
juga bisa dilakukan.
"Harapannya penegakan re-
gulasi miras ini menjadi langkah
bijak untuk perkembangan pa-
riwisata ke depan, tanpa mem-
berikan efek negatif kepada
masyarakat,’ paparnya.
Sementara itu, hingga saatini
Pemkot Jogja masih mengguna-
kan Perda Kota Jogja Nomor 7
Tahun 1953 tentang Izin Pen-
jualan dan Pemungutan Pajak
Miras. Regulasi yang sudah lama
ini berdampak pada tidak opti-
malnya pengendalian miras.
Kepala Bidang Penegakan Pe-
raturan Perundang-Undangan
Satpol PP Kota Jogja Dodi Kur-
nianto menjelaskan, perda itu
sudah lama dan belum ada

‘pembaharuan hingga saat ini.
"Sehingga ketika dikontekskan
dengan perizinan berusaha se-
karang, kurang match,” ujarnya.

-Menurutnya, beberapa poin
yang menyebabkan perdalama
itu tidak sesuai dengan kondisi
saat ini adalah soal pengklasifi-
kasian usaha atau miras. Kemu-
dian juga peraturan di atasnya
yang sudah diganti semua. "Pe-
raturan di atasnya pembentuk
perundang-undangan itu sudah
beberapa kali ganti, tapi Jogja
masih pakai Perda Nomor 7
Tahun 1953, jelasnya.

- Halitumenyebabkan pengen-
dalian maupun pengawasan
miras di Kota Jogja kurang mak-
simal. Operasi miras oleh Satpol
PP Kota Jogja juga sudah cukup
lama tidak dilakukan.

Meski begitu, Dodi menyatakan
pihaknya selalu berupaya me-
ngendalikan peredaran miras.
Saatini sedang mengumpulkan
data regulasi diluar perda miras
tersebut yang bisa digunakan
untuk pengendalian miras.

"Ini sedang dalam proses un-
tuk melakukan full bucket, ka-
mijuga melakukan penyelidikan.
Supaya dalam konteks perizinan
berusaha, kami juga bisa me-
lakukan sesuatu,” katanya.
(tvo/laz/hen)
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